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BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia dimaknai dengan
tindakan yang menimbulkan rasa permusuhan maupun kebencian terhadap agama
maupun suatu kepercayaan dalam masyarakat. Rasa permusuhan dan kebencian
menjadi faktor kunci dalam pemenuhan delik pidana. Hal ini dikarenakan orientasi
utama peraturan ini adalah untuk meminimalisir konflik pada lingkungan
masyarakat yang sangat plural dan rentan konflik.

Pengadilan menyelesaikan kasus penistaan agama atau ujaran kebencian
terhadap agama dengan putusan hakim di Indonesia dengan cara : (1) Memahami
kronologi kejadian tindak pidana; (2) Mendengarkan kesaksian para saksi untuk
memperkaya konteks dan pemahaman terhadap kejadian; (3) Mendengarkan
keterangan ahli (Saksi ahli) untuk memperkaya konteks dan pemahaman terhadap
unsur-unsur tindak pidana; (4) Mempertimbangkan semua unsur dalam persidangan
secara holistik; (5) Memformulasikan putusan.

Adanya saksi ahli menjadi imperatif untuk melakukan uji kebenaran
terhadap ujaran yang dikeluarkan pengujar dan membantu hakim dalam kasu
penistaan yang seringkali sangat kompleks. Lebih dari itu keterangan ahli juga
diperlukan untuk mencerahkan hakim dalam menggali maksud pengujar.

Karena hukum yang berorientasi pada kerukunan masyarakat, maka putusan
hakim juga harus berorientasi pada masyarakat. Hal ini tidak dimaknai pada
populisme atau tunduk di bawah tekanan publik. Hal ini berarti putusan hakim

bukan bertujuan untuk semata-mata memuaskan masyarakat, namun secara tidak
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langsung dapat berkontribusi dalam menjaga kondusivitas dalam masyarakat yang

bergejolak karena perkara. Maka dari itu, kebijaksanaan dan intergritas hakim

menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara penistaan agama.

4.2. Saran

a)

b)

d)

Bagi pembuat hukum, perlu ada penataan ulang dalam kalimat peraturan
untuk memberikan hubungan langsung antara tindakan dengan dampak
yaitu timbulnya rasa permusuhan dan kebencian. Hal ini penting untuk
menjamin aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana.

Bagi hakim, perlunya mempertahankan integritas, independensi, dan
kebijaksanaan dalam menyelesaikan kasus penistaan agama. Bahwa
sekalipun hukum dan putusan diharuskan untuk berorientasi pada
masyarakat, namun orientasi utama dari putusan harus tetap pada keadilan
dan kebenaran.

Bagi masyarakat, agar dapat lebih bijaksana dalam menanggapi suatu
kejadian di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang belum
tentu mewakili seluruh bagian dari masyarakat, terlebih dalam hal agama
dan kepercayaan. Masyarakat harus mengingat bahwa kebebasan
berpendapat di Indonesia tidak absolut karena ada nilai-nilai lain yang harus
dijaga. Masyarakat juga harus bijak dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu
kerukunan dalam masyarakat.

Bagi akademisi, perlu diadakan tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana
suatu agama atau keyakinan diposisikan dalam pengadilan. Akademisi juga

harus berperan dalam memberikan kajian yang tidak hanya berorientasi
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dalam menggali kebenaran dalam hukum atau agama, namun juga kajian

yang bijak dan berorientasi dalam kerukunan dan toleransi antar agama.
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